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Executive Summary

Selama tahun 2007 nuansa yang kental terlihat dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia adalah adanya inkonsistensi negara dalam mewujudkan terciptanya situasi masyarakat yang terjamin serta terlindungi hak-hak asasi manusianya. Inkonsistensi ini terbangun oleh ketidaksejalanan antara pembangunan mekanisme hukum HAM melalui produk perundang-undangan yang secara tegas telah memberikan jaminan hak-hak asasi warga negara dengan aplikasi penegakan HAM oleh negara.

Imparsial menilai bahwa pembangunan mekanisme hukum HAM di Indonesia sebetulnya telah cukup menunjukkan kemajuan dengan terus diproduksinya sejumlah undang-undang untuk melindungi HAM, meratifikasi Kovenan Internasional serta pengadopsiannya dalam sistem hukum nasional yang ada. Akan tetapi, perkembangan positif pada pembangunan mekanisme hukum HAM itu ternyata tidak diikuti dengan konsistensi sikap dan tindakan pemerintah dalam penegakan HAM. 

Pada tingkatan normatif negara menjamin hak-hak asasi warga negara, namun pada saat yang bersamaan negara juga mengingkari kewajibannya untuk memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect) hak-hak asasi warga negara. Inkonsistensi itu terlihat dari :

Pertama, di satu sisi negara mengakui hak untuk hidup (right to life) sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi dan kondisi apapun (non-derogable rights) sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi (Pasal 28 jo Pasal 28I UUD 1945) dan ratifikasi konvenan Hak-hak sipil-politik (Pasal 6), tapi di sisi lain negara mengabaikan hak itu dengan membuat keputusan menolak penghapusan hukuman mati oleh Mahkamah Konstitusi dan terus mempraktikan hukuman mati di tahun 2007.
Kedua, di satu sisi negara menjamin warga negara bebas dari ancaman ketakutan dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia ( Pasal 28 G jo Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945), tapi di sisi lain negara melalui aparatus keamanannya melakukan tindakan kekerasan terhadap warganegara yang menyebabkan kematian sebagaimana terlihat dalam kasus konflik tanah di Pasuruan (Puslaput TNI AL) dan Jeneponto. 
Ketiga, di satu sisi negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sifatnya juga non-derogeble rights (Pasal 28 E jo Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945), tapi di sisi lain negara cenderung membiarkan dan tidak mencegah aksi kekerasan yang dilakukan berbagai kelompok berbasiskan agama terhadap komunitas minoritas seperti aliran Ahmadiyah dan lain-lain. 
Keempat, di satu sisi negara menjamin kebebasan waga negara untuk berfikir dan menyatakan pendapat (Pasal 28 E jo Pasal 28 I ayat I UUD 1945), tapi di sisi lain negara justru yang membatasi  kebebasan berfikir warganegara itu sendiri dengan membiarkan sikap kepala BAIS yang menuduh sikap kritis Imparsial terhadap negara sebagai bentuk ancaman kepada negara dan Pancasila. Bahkan negara justru menyetujui dan menyepakati sikap BAIS tersebut dengan menolak gugatan Imparsial di Pengadilan melalui keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kelima, di satu sisi negara menjamin kebebasan warganegara untuk bergerak dan mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya (Pasal 28 C UUD 1945) dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, tapi di sisi lain negara justru membentuk berbagai macam Peraturan Daerah (Perda) bernuansa agama yang justru dapat membatasi dan mendiskriminasi warganegaranya khususnya bagi perempuan. 
Di luar itu semua, carut marut penegakan HAM juga terlihat dari kinerja lembaga peradilan yang telah, sedang dan akan mengadili berbagai kasus pelanggaran HAM. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang telah digelar, hampir semuanya membebaskan para pelaku pelanggaran HAM, semisal terlihat dari kasus Tanjung Priok, Timor-Timor, Abepura dan terakhir pada 2007 adalah kasus kekerasan yang dilakukan marinir di Alastlogo yang para pelakunya justru sekarang menghirup udara bebas setelah oditur militer tidak memperpanjang masa tahanan mereka. Dalam kasus-kasus itu semakin memperteguh praktik impunitas yang terjadi di Indonesia.
Berkait dengan kasus yang sedang berjalan khususnya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, pemerintah dan pengadilan belum sanggup untuk menyeret otak di belakang pelaku pembunuhan aktivis HAM Munir. Berbagai dugaan dan bukti yang mengarah pada keterlibatan beberapa pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN) hingga kini juga belum tersentuh oleh pengadilan. Sedangkan terkait dengan beberapa kasus yang belum diadili seperti kasus Trisakti, Semanggi dan Talangsari serta beberapa kasus lainnya, negara sama sekali tidak menunjukkan suatu komitmen yang kuat untuk menyelesaikannya.

Imparsial memandang kewajiban negara untuk penegakan HAM di 2007 baru sebatas pada tingkat kepedulian di level normatif saja. Sedangkan kewajiban lainnya yaitu kewajiban untuk melindungi (to protect) dan kewajiban untuk memenuhi (to fulfill) hak asasi warga negara masih jauh dari yang diharapkan.  
Kewajiban pemerintah untuk melindungi (to protect), memajukan (to promote), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) terhadap nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Konstitusi Pasal 28 I ayat 4 haruslah dilakukan dalam satu tarikan nafas, di mana apabila kewajiban yang satu dilakukan maka kewajiban yang lain juga harus dilakukan. Di titik itu, pemerintah harus konsisten dalam melakukan penegakan HAM. Inkonsistensi pemerintah dalam penegakan HAM yang ditunjukkan sepanjang 2007 ini sesungguhnya mencerminkan rendahnya kepedulian pemerintah untuk memajukan HAM itu sendiri. 

Capaian Normatif pemerintah dalam penegakan HAM 
Pembangunan mekanisme hukum HAM di Indonesia sebetulnya telah cukup menunjukkan kemajuan dengan terus diadopsinya sejumlah undang-undang berkait dengan penegakan, penghormatan dan perlindungan terhadap HAM. Selain itu Indonesia juga mengambil kebijakan untuk turut serta dalam penghormatan HAM secara internasional dengan meratifikasi sejumlah instrument hukum HAM internasional yang kemudian diikuti pengadopsiannya sebagai hukum nasional yang ada. Tercatat telah terdapat 24 Instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh  Indonesia, termasuk di dalamnya 8 instrumen pokok HAM internasional serta 52 peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang berkait dengan perlndungan dan penegakan HAM. (Lihat Tabel Idan II). 
Pemerintah Indonesia juga berkomitmen akan meratifikasi International Criminal Court (ICC) pada 2008 dalam RAN HAM 2004-2009. Komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari ICC merupakan langkah terbaik mengingat Indonesia bersama-sama dengan masyarakat internasional dalam upaya penegakan hukum HAM internasional. Disisi lain, tentunya pemerintah dan DPR harus segera mempersiapkan sebuah rancangan undang-undang pengganti UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dalam praktiknya selama ini tidak sesuai dengan pengertian dalam Statuta Roma ICC 1998. Hal lain yang lebih penting adalah Indonesia juga turut serta memutus rantai impunitas yang selama ini mengungkungnya.

Selain hal yang bersifat normatif, tahun 2007 Pemerintah Indonesia juga membuka pintunya terhadap kegiatan pemantauan HAM internasional yang dilakukan PBB dengan mengundang para pelapor khusus PBB. Hal ini terlihat dari kedatangan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM, Hina Jilani  pada 5 hingga 13 Juni 2007 di Indonesia. Kedatangan Hina Jilani juga mendapatkan sambutan baik dari para pembela HAM Indonesia yang kemudian menggelar sebuah public hearing pada 7 Juni 2007. Menyusul pada Juli 2007, Pemerintah juga mengundang Ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Louise Arbour untuk berkunjung ke Indonesia. Sekali lagi kedatangan Louise Arbour juga tidak disia-siakan oleh para pembela HAM Indonesia untuk mengadakan audiensi guna memberikan masukan mengenai perkembangan HAM di Indonesia. Terakhir, Pelapor Khusus PBB urusan Penyiksaan, Manfred Novak pada November 2007. 

Di tingkat regional, Indonesia ternyata cukup aktif untuk ikut mendorong terbentuknya sebuah badan hak asasi ASEAN. Pembentukan badan hak asasi itu merupakan bagian dari piagam baru yang telah disepakati Negara-negara ASEAN dan disahkan pada pertemuan tahunan ASEAN pada bulan November 2007. 
PROFIL KASUS


Pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, upaya penjaminan dan perlindungan dari negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang tahun 2007 masih jauh dari harapan seluruh komunitas beragama dan keyakinan di Indonesia. Negara, dalam hal ini adalah pemerintah, lagi-lagi mengabaikan kewajibannya untuk melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara tersebut. Di banyak tempat atau daerah, berbagai kasus berupa tindakan pelanggaran, ancaman, kekerasan dan penyerangan masih terus terjadi terhadap beberapa komunitas beragama. Inkonsistensi negara dalam menjamin kebebasan masyarakat untuk memeluk keyakinan dan kepercayaannya masing-masing jelas terlihat ketika pada beberapa kasus yang terjadi juga justru menempatkan negara turut menjadi salah satu aktor (yang seringkali terjadi adalah proses pembiaran).
Berlanjutnya pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan tentu saja merupakan sebuah ironi bagi Indonesia yang mengklaim sebagai sebuah negara demokrasi serta mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalamnya. Hal itu dapat dilihat misalnya dengan adanya penegasan di dalam konstitusi saat pertama kali dirumuskan dan kemudian ditegaskan lagi melalui proses amandemen yang telah dilakukan sebanyak empat kali. Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tersebut hanya sebatas norma belaka karena hingga kini tidak terlihat adanya upaya implementasi yang serius dan sungguh-sungguh dari negara.

Awal 2007 pelanggaran terhadap hak berkeyakinan dan beragama sudah mulai terjadi. Hal itu dapat dilihat pada kasus penutupan paksa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh berlokasi JI. Kayu Ambon No. 85-87 Lemban, pada 10 Januari 2007, dengan alasan tidak memiliki IMB. Pelaku dalam kasus ini adalah Badan Anti Pemurtadan (BAP). Setelah itu kasus serupa atau kasus lainnya terjadi di sejumlah tempat di wilayah lainnya. 
Selama tahun ini sedikitnya terdapat 33 kasus menyangkut ancaman serta pelanggaran terhadap hak keyakinan serta beragama. Rantaian kasus ancaman serta pelanggaran terhadap hak berkeyakinan serta beragama selama tahun 2007 diakhiri oleh kejadian yang memilukan pada akhir 2007, yakni kasus penyerangan yang disertai pengrusakan masjid di pemukiman Jamaah Ahmadiyah di daerah Kuningan, Jawa Barat dan disusul teror terhadap kelompok yang sama di Majalengka oleh orang yang tidak dikenal.
Jika dilihat dalam berbagai kasus yang terjadi sepanjang tahun 2007, sasaran, aktor serta pelaku yang terlibat tidak jauh berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya. Dari segi sasaran, aksi penutupan tempat ibadah (gereja) yang dianggap tidak memiliki izin pembangunan menempati peringkat pertama dibanding dengan kasus lainnya. Disusul dengan serangan terhadap kalangan Jamaah Ahmadiyah sebagai kelompok yang rentan untuk dilanggar dan menjadi sasaran serangan, serta beberapa aliran-aliran lainnya yang dipandang sesat atau sempalan. Sementara itu menyangkut regulasi bernuansakan agama di banyak daerah, yang tahun sebelum-sebelumnya banyak dikritik, sepanjang tahun ini masih banyak yang dipertahankan. Malah kemudian di daerah Manokwari muncul Rapeda “Kota Injil” yang tidak jauh berbeda dengan berbagai regulasi bernuansa syariat di daerah lainnya.
Dari segi aktor juga tidak mengalami perbedaan. Kelompok yang berbasiskan agama menempati posisi paling tinggi dalam kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan keyakinan kelompok lainnya sepanjang tahun ini. Hal ini terlihat pada tindakan mereka yang melakukan aksi penutupan tempat ibadah dan penyerangan terhadap kelompok agama lainnya. Kategori pelaku lainnya adalah tokoh agama (ulama) dan massa tak dikenal. Tidak boleh dilupakan juga bahwa aparat pemerintah di daerah seperti Muspika, juga turut terlibat menjadi pelaku pelanggaran dalam beberapa kasus penutupan tempat ibadah. Bentuk lainnya juga terlihat pada sikap pembiaran dari aparat keamanan atas kejadian yang terjadi di lapangan.

Peradilan Militer: Langkah Mundur dalam Reformasi Hukum 
dan Reformasi Sektor Keamanan

Selama 2007 pembahasan oleh DPR dan Pemerintah RUU Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bergerak lamban bahkan cenderung berhenti. RUU ini telah pula memasuki tahap yang menentukan melalui Panitia Kerja (Panja) DPR dengan Pemerintah dalam sesi yang tertutup. 

Alih-alih melakukan reformasi terhadap peradilan militer Panitia Panja DPR RUU Perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer akhirnya menerima pendapat pemerintah mengenai perlunya mempertahankan peradilan koneskitas dalam peradilan militer. Kali ini peradilan koneksitas mencoba menjaring warga sipil yang melakukan tindak pidana militer yang pada praktik sebelumnya koneksitas ditentukan melalui apakah sebuah tindak pidana merugikan salah satu pihak apakah militer atau sipil. Argumen pemerintah yang terdengar absurd ini mengandaikan keterlibatan warga sipil bersama-sama dengan militer dalam tindak pidana militer.

Hakikatnya setiap peristiwa yang melibatkan warga sipil dan kelompok militer bersenjata dalam tindak pidana menggulingkan pemerintah atau makar adalah merupakan yurisdiksi peradilan umum. Di berbagai belahan dunia praktik peradilan terhadap kejahatan yang disebut sebagai high treason ini merupakan wilayah kewenangan peradilan umum meski terdapat keterlibatan militer didalamnya. Selain itu pengertian high treason tidak hanya menyangkut upaya untuk meenggulingkan pemerintah yang sah tetapi juga termasuk tindak pengkhianatan terhadap kedaulatan negara.

Untuk yang terakhir ini kembali sejarah peradilan Indonesia pada masa keemasannya pernah melakukannya sekali dan belum pernah terulang kembali adalah kasus Sultan Hamid II. Dalam kasus ini, Sultan Hamid II terlibat berkolaborasi dengan Kapten Raymond Westerling dalam usaha percobaan pembunuhan terhadap sejumlah menteri diantaranya Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang kemudian memunculkan Peristiwa APRA di Bandung yang menewaskan sejumlah perwira APRIS. Persidangan kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat saat itu digelar MA dan dipimpin langsung ketuanya yaitu Prof. Mr. Wirjono Projodikoro selaku ketua majelis hakim serta Jaksa Agung Soeprapto selaku penuntut umum. 

Dengan melihat berbagai kasus tersebut dapat dikatakan peradilan koneksitas tidak dapat lagi menjadi jawaban dalam menangani kasus-kasus pidana militer. Jika praktik mekanisme Mahmilub yang menjadi dasar argumen bagi pemerintah sebagai dasar pembenar untuk menyeret warga sipil masuk ke dalam yurisdiksi peradilan militer adalah kesalahan besar. Preseden yang digunakan  justeru menafikan independensi dan imparsialitas peradilan yang telah menjadi prinsip yang diakui oleh seluruh bangsa di dunia. Ditambah lagi, praktik tersebut muncul dari sejarah kelam hukum Indonesia yang imbasnya masih kita rasakan sehingga tidak tepat juga untuk dijadikan contoh ditengah-tengah upaya mereformasi dunia peradilan Indonesia.

Mempertahankan peradilan koneksitas merupakan langkah mundur bagi dunia hukum kita serta kegagalan sipil dalam melakukan reformasi TNI khususnya reformasi peradilan militer sebagai bagian dari upaya penataan ulang kembali fungsi, struktur dan kultur institusi penanggung jawab keamanan yang sesuai dengan tata nilai demokrasi dan hak asasi manusia.


Hukuman Mati: Putusan Mahkamah Konstitusi Inkonstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan untuk tetap mempertahankan eksistensi hukuman mati di Indonesia khususnya pada tindak pidana narkotika. Hak uji materil terhadap UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diajukan oleh terpidana mati kasus narkotika yang sebagian besar merupakan warga negara Australia. Kasus ini sendiri dikenal sebagai Bali Nine dan merupakan salah satu kasus narkotika yang paling banyak disorot oleh masyarakat Indonesia.

Melalui Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 atas pengujian materil terhadap UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, mayoritas majelis hakim MK pada intinya menolak menghapuskan hukuman mati karena tidak bertentangan dengan UUD 1945 beserta Amandemenya serta menolak status para pihak yang mengajukan (legal standing) karena bukan Warga Negara Indonesia (WNI). Putusan ini tentunya menjadi pertanyaan apakah Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi HAM setelah mengakui HAM sebagai hak warga negara dalam konstitusinya serta telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional tentang HAM.

Ada dua kewajiban Indonesia sejak menabalkannya dalam konstitusi serta meratifikasi sejumlah instrumen hukum HAM internasional. 
Pertama, kewajiban negara untuk menjamin dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak konsitusi warga negara dengan perlindungan hukum dan kebijakan. Sejak kejatuhan Soeharto pada Mei 1998,  bangsa ini ingin mewujudkan suatu Indonesia yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Untuk itu langkah yang dipilih adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang oleh Soeharto digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya. HAM adalah salah satu bagian yang diadopsi oleh MPR dalam Amandemen Kedua UUD 1945 tahun 2000. Dan tak dapat dipungkri pula bahwa sumbernya berasal dari instrumen-instrumen hukum HAM internasional terutama dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang keduanya berinduk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 10 Desember 1948.

Kedua, dengan meratifikasi instrumen-instumen hukum HAM internasional menimbulkan kewajiban internasional Indonesia untuk menjamin penegakan dan penghormatan HAM sebagai bentuk pelaksanaan keterikatannya dalam hukum internasional. Saat amandemen dilakukan Indonesia belum lagi meratifikasi kedua kovenan induk  namun esensinya telah dimasukan dalam konstitusi kita sehingga menjadikannya sebagai hak-hak konstitusi warga negara (citizen rights). Baru setelah tahun 2005 kedua instrumen tersebut diratifikasi oleh pemerintah yang disusul dengan terbitnya UU No 11 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2005 yang intinya memperkuat kedudukan hak-hak itu yang telah terlebih dahulu telah ditabalkan dalam konstitusi. 

Kewajiban ini yang tidak disadari oleh pemerintah karenanya pemerintah sudah cukup puas bila telah “mengkoleksi” sebagian besar instrumen hukum internasional serta menjadi anggota Dewan HAM PBB. Suatu ironi ketika Indonesia kemudian menunjuk diri telah menjadi negara yang menghormati HAM namun disisi lain mengkhianati esensinya dengan sejumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus ini dapat dikatakan putusan mayoritas hakim MK tidak memperhatikan sumber rujukan amandemen yang berasal dari hukum internasional memiliki semangat untuk menghapus hukuman mati. Konstitusi memang mengakui pembatasan HAM oleh undang-undang akan tetapi tidak termasuk dalam rumpun non-derogable rights dimana hak untuk hidup menjadi bagiannya. Selain itu MK telah pula menafikan kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi hak untuk hidup manusia tanpa memandang kebangsaan dan kewarganegaraannya.


Peristiwa Alas Tlogo: Sebuah Kasus Impunitas
Konflik tanah Alas Tlogo dimulai sejak tahun 1960 saat TNI AL (KKO saat itu) mengambil secara paksa tanah warga untuk dijadikan lokasi latihan tempur. Tanah seluas 3.569,205 Ha yang di-claim sebagai milik TNI AL tersebut  didiami penduduk yang terbagi dalam 11 desa. Sejak itulah nuansa terjadinya praktik bisnis militer baik berupa komersialisasi aset negara serta pemberian jasa pengamanan atau penjagaan kepada pihak swasta sangat terasa dalam kasus ini. Kesemuanya itu adalah bagian dari daftar bisnis yang harus dihapuskan berdasarkan Pasal 76 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Penembakan yang dilakukan anggota Marinir pada 30 Mei 2007 telah mengakibatkan 4 orang warga Alastlogo meninggal dunia. 13 anggota Marinir yang menjadi tersangka penembakan sudah dibebaskan pada 17 September 2007 dengan alasan masa tahanan sudah habis dan tidak diperpanjang oleh oditur militer. Sedangkan Komandan Puslatpur Mayor (Mar) Husni Sukarwo dibebastugaskan dari jabatannya dan digantikan oleh Mayor (Mar) Ludi Prasetyo.

Adanya pembiaran kasus ini diadili melalui mekanisme Peradilan Militer berujung pada impunitas. Hal ini ditambah dengan sangat kentalnya dukungan serta simpati yang diberikan para petinggi TNI terhadap para pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa proses impunitas terhadap para pelaku pelanggaran HAM masih berlangsung hingga saat ini serta menunjukkan ketidakkonsistenan Negara pada semangat menegakan supremasi sipil melalui reformasi militer secara imparsial.

Kasus Munir: Sebuah Pertanyaan Besar 
Persidangan Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Pollycarpus, mengundang kontroversi publik dalam bidang penegakan hukum. Dua hal menjadi kontroversi besar serta menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang. 
Pertama, berkaitan dengan pengajuan PK yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebenarnya didasari atas preseden dan tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan PK adalah terdakwa, namun dalam praktek preseden PK kasus Mochtar Pakpahan tahun 1996 digunakan untuk mengajukan pengadilan kembali terhadap Pollycarpus. Kejaksaan Agung melakukan langkah tersebut merujuk yurisprudensi MA No 55PK/Pid/ 1996, 25 Oktober 1996.

Kedua, berkaitan dengan Pernyataan Pollycarpus tersebut menganggap beberapa petinggi tersebut, salah satu diantaranya adalah Bagir Manan yang saat ini ketua MA dan menjabat sebagai ketua hakim Agung untuk PK kasus Munir, sebagai ”orang kita” dan menjadi bagian dari conspiracy pembunuhan Munir. Hal ini memunculkan kecurigaan baru tentang independensi dari lembaga peradilan. Secara prinsipil, pembuat keputusan di lembaga peradilan harus tidak memiliki keterkaitan dengan salah satu pihak yang bersengketa di pengadilan.

Kedua hal yang kontroversial tersebut menimbulkan kecurigaan besar akan hasil keputusan yang dapat memberikan keadilan yang hakiki. Apalagi pada umumnya untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah politik nuansa politik lebih menentukan putusan dibandingkan dengan keadilan yang seharusnya didapat oleh korban. Sehingga muncul pula prediksi jalannya pengadilan tidak akan jauh berbeda dengan proses peradilan sebelumnya.

Selain berjalannya sidang pengajuan PK, dalam pengungkapan kasus ini juga berjalan persidangan terhadap dua (2) terdakwa lainnya yang diduga terlibat, yaitu Indra Setiawan (mantan Direktur Utama Garuda Indonesia) dan Rohainil Aini (Sekretaris Chief Pilot Airbus 330 PT Garuda Indonesia). 


Lumpur Lapindo; Tanggung Jawab Siapa ?

Kasus Lumpur Lapindo Porong Sidoarjo yang bermula sejak Mei 2006 belum menunjukan penyelesaian yang memihak kepada korban lumpur. Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo dengan Keppres No 13 tahun 2006 pada 8 September 2006, yang  memiliki tugas utama menutup semburan lumpur, penanganan luapan lumpur dan penanganan masalah social, telah gagal. Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo lebih cenderung pada upaya teknis mengatasi masalah lumpurnya saja. Kemudian Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Keppres Nomor 31/M/ Tahun 2007 mengenai Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, dan Deputi Badan Pelaksana pada Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Kedua peraturan ini ditetapkan pada 8 April 2007 dengan tugas yang tidak berbeda dengan Tim Nasional sebelumnya.

Berdasar Perpres tersebut, semua pembiayaan dalam menangani lumpur dibebankan kepada negara. Sementara untuk pembelian tanah bagi korban lumpur ditanggung oleh PT. Lapindo Brantas sebagai pihak yang melakukan eksplorasi gas di Porong, Sidoarjo. Kesan yang muncul bahwa dalam kasus Lumpur Lapindo adalah bahwa keluarnya lumpur adalah semacam bencana alam, hal ini tentunya menunjukan bahwa Pemerintah menanggung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie. 

Setelah kurang lebih 18 bulan, Rakyat Porong yang menjadi korban lumpur tidak juga mendapatkan keadilan.  Apa yang menimpa korban lumpur yang berada di pengungsian Pasar Baru Porong menjadi contoh. . Hak-hak dasar berupa hak atas perumahan, kesehatan, pendidikan, kehidupan yang layak dan masa depan diabaikan. Selain itu dalam proses ganti rugi masih menimbulkan permasalahan. Pada waktu awal adalah standar harga tanah dan jumlah yang akan dibayarkan. Namun ada hal lain yang lebih subtil, yaitu masalah kepemilikan. Pihak Lapindo akan membayarkan uang ganti rugi dengan syarat menyerahkan akta tanah atau dokumen-dokumen yang bisa menjelaskan kepemilikan tanah. Sehingga ganti rugi tersebut menjadi transaksi jual beli, bukan murni ganti rugi atas rusaknya tanah karena lumpur.

Dalam kasus Lumpur Lapindo terlihat jelas bahwa Pemerintah bertindak inkosistensi. Pasal 34 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah jelas menyebutkan bahwa perusahaan yang telah menimbulkan kerugian pada orang lain dan lingkugan hidup wajib untuk membayar ganti rugi. Jadi segala dampak buruk yang terjadi pada kasus lumpur Porong, baik terhadap orang ataupun pada lingkungan hidup sekitarnya yang terkena menjadi tanggung jawab pihak Lapindo. Dengan Pemerintah mengeluarkan biaya yang dibebankan pada APBN, Pemerintah sendiri telah mengingkari aturan yang ada dalam UU 23/97 dan mengalihkan beban tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggungan PT Lapindo Brantas.


Penyelesaian Kasus Poso: Kembali melalui Pendekatan Keamanan
Penanganan kasus Poso selama 2007 masih sarat dengan pendekatan keamanan yang berimplikasi kepada berbagai pelanggaran HAM. Pendekatan keamanan di Poso ini diawali dengan penggrebekan dan penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian gabungan Brimob dan Detasemen (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri selama 11-22 Januari 2007. Selama kurun waktu itu, peristiwa tragis pertama terjadi pada 11 Januari 2007. Operasi ini dilakukan setelah kepolisian menetapkan 29 orang warga yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), karena mereka dianggap terlibat dalam kerusuhan Poso. Dalam peristiwa itu, terdapat 3 orang tewas, 1 dari kepolisian, dan 2 lagi dari pihak warga yang di’DPO’kan, serta mengakibatkan 4 warga sipil luka-luka. Dalam peristiwa ini, polisi berhasil menangkap lima orang DPO, dan menyita lima pucuk senjata api organik, 13 senjata api rakitan, tiga bom aktif, 385 butir peluru berbagai jenis, dua handie talkie, satu kamera, dan dua telepon seluler. 

Namun di sisi lain, kematian 2 orang warga sipil DPO menuai kemarahan warga lainnya. Seusai mengantar pemakaman korban, massa memukuli seorang polisi yang melintas dengan sepeda motor hingga tewas. Peristiwa tragis kedua terhadap DPO berlanjut pada 22 Januari 2007. Kontak senjata antara aparat Brimob Polda Sulteng dan Densus 88 Antiteror Mabes Polri terjadi dari pukul 08.00-14.00 Wita yang mengakibatkan 1 orang polisi dan 9 warga sipil bersenjata tewas serta sejumlah korban luka-luka dari kedua pihak. Insiden tembak-menembak ini terjadi setelah polisi melakukan upaya penangkapan 19 orang DPO Poso di sekitar Kelurahan Gebang Rejo. Dalam peristiwa itu, aparat kepolisian terlihat jelas melakukan tindakan berlebihan, 2 warga sipil menjadi sasaran tembak peluru nyasar. Keduanya menderita luka tembak di lengan kiri bagian atas dan di kepala bagian atas. 
Sejak operasi penangkapan DPO dimulai sejak Oktober 2006, terhitung 28 orang meninggal dan luka-luka. Namun di sisi lain, karena alasan situasi keamanan Poso sudah semakin kondusif pasca penangkapan, pada 31 Juli 2007 terjadi penarikan 2 Kompi Brimob Sat Pelopor III Kelapa Dua, 2 Kompi Brimob Makassar, 1 Kompi Gegana Mabes Polri, dan saat ini hanya terdapat 6 SSK (Satuan Setingkat Kompi) yang di-BKO-kan di Poso. 


Masih Maraknya Tindak Kekerasan Aparatur Negara 
terhadap Masyarakat Sipil
Tindak kekerasan aparatur negara terhadap masyarakat sipil dalam berbagai kasus masih marak terjadi pada 2007. Model pendekatan keamanan yang disertai tindak kekerasan masih kental mewarnai cara-cara aparatur negara, khususnya yang bertanggung jawab pada sektor keamanan dan ketertiban, dalam penyelesaian berbagai masalah yang berkembang di masyarakat. Aparatur negara tampaknya belum mampu melepaskan cara-cara represif untuk dapat menyelesaikan persoalan ketertiban serta keamanan yang terjadi di masyarakat.

Tindak kekerasan kekerasan aparatur negara terjadi dalam bentuk-bentuk penganiayaan, pemukulan, hingga tindak kekerasan yang berakibat pada hilangnya jiwa manusia. Peristiwa Alas Tlogo, Pasuruan pada 30 Mei 2007 yang mengakibatkan 4 orang warga Alastlogo meninggal dunia akibat tembakan anggota marinir, atau kasus pemukulan kamerawan Metro TV, Wahyu, saat meliput acara Gerebeg Mulud Kraton Yogyakarta oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta pada 31 Maret 2007, merupakan contoh kasus masih maraknya tindak kekerasan mewarnai sikap serta mentalitas aparatur negara dalam menjalankan tugas-tugas keamanan dan ketertiban.
Dari satu sisi, tindak kekerasan yang melekat pada cara-cara aparatur negara, khususnya sektor keamanan dan ketertiban, saat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial merupakan buah dari etos kekerasan yang kuat melekat pada mentalitas aparatur keamanan dan ketertiban. Maraknya peristiwa bentrok antar aparatur negara itu sendiri hingga kasus-kasus brutalitas personil aparatur keamanan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa menunjukkan hal tersebut.  Misalnya kasus bentrok antara kesatuan kompi B Kodim 1307 Poso terlibat bentrok dengan para polisi di Desa Silanca, kecamatan Lage, yang mengakibatkan dua polisi terluka serius lantaran tusukan  benda tajam dan satu orang lagi luka ringan. Komandan Komando Resor Militer 132 Tadulako, Palu, Kolonel Husein Malik, mengatakan penyerangan itu dipicu balas dendam adanya dua tentara terluka dikeroyok oleh anggota polisi.
Kejadian lainnya di Buleleng, Bali, yang melibatkan sejumlah anggota pasukan Batalyon Infanteri 900/Raider Kodam Udayana di Buleleng dengan anggota Kepolisian Resor Buleleng, yang terjadi pada 31 April 2007. Akibat pertikaian itu, tiga anggota polisi terluka, sementara dua di antaranya mendapat perawatan medis di RSUD Buleleng. Pada 24 September 2007 di Ternate, Maluku Utara, sejumlah anggota TNI AD dan Polri terlibat bentrok. Satu anggota polisi tewas dan enam orang lainnya luka-luka. Aksi ini diduga dipicu oleh razia miras yang dilakukan polisi. Anggota polisi yang tewas tertusuk senjata tajam tersebut bernama Chrisman (20). Anggota polisi magang di Polres Ternate ini tewas ditikam oleh seorang anggota TNI di dekat Mapolres Ternate, saat yang bersangkutan hendak ke Mapolres.
Pada peristiwa lain, seorang anggota Polres Bangkalan Brigadir Satu Rifai gelap mata. Istri, ibu mertua serta dua pria ditembaknya hingga mati di ruang tamu rumahnya di Kauman, Desa Tanjung Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, Kamis 8 Maret 2007 malam. Puas menghabisi 4 orang itu, Rifai pun menodongkan pistol revolver ke kepalanya. Tak lama kemudian, nyawanya melayang.  Keempat korban tewas adalah Wiwik yang tak lain adalah istrinya sendiri, Ny Hasmah, ibu mertua, Satriyo Wibowo yang disebut-sebut teman selingkuh Wiwik beserta temannya bernama Pujianto.
Tercatat seorang petugas Tata Urusan Dalam Kepolisian Resor Banyumas Aipda Andreas Tri Hastata, pada 28 Maret 2007 mengamuk di Kantor Polres Banyumas dan mengancam akan meledakkan kantornya itu dengan granat. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 15.00, saat dia akan disidang terkait dugaan kasus perselingkuhan yang dituduhkan kepadanya.
Lebih lanjut, beberapa kasus yang dipaparkan di atas hanyalah merupakan bagian fenomena gunung es dari banyaknya peristiwa kekerasan di masyarakat yang melibatkan aparatur negara di dalamnya. Tentu saja, masih banyak kasus-kasus kekerasan aparatus negara lainnya terhadap masyarakat yang terjadi di sejumlah daerah lain (Lihat tabel I).

Fenomena Tindak Kekerasan terhadap Tahanan 
Selama tahun 2007 kasus tindak kekerasan yang menimpa masyarakat yang tengah mengalami status hukum sebagai tahanan terlihat cukup menonjol. Hal ini sangat disayangkan telah terjadi di tengah upaya pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab pengelolaan Negara untuk dapat meningkatkan wibawa hukum di masyarakat. Meningkatnya kasus tindak kekerasan terhadap tahanan hanya akan menambah apriori dan pesimistis masyarakat terhadap semua proses hukum yang ada. Lebih jauh fenomena ini hanya akan memberi contoh anarkisme terhadap proses hukum pada masyarakat. Sangat ironis ini dilakukan oleh pihak-pihak yang mendapat mandat untuk menjaga serta meningkatkan kualitas mekanisme hukum yang ada.

Berdasarkan tempat kejadian, kasus tindak kekerasan terhadap tahanan terjadi umumnya di dua lokasi. 
Pertama, tempat tahanan di lokasi kantor Kepolisian setempat. Kantor Kepolisian menjadi lokasi utama seringnya terjadi tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil yang tengah mengalami status penahanan, baik sebagai tersangka ataupun sekedar menjadi saksi. Hal ini khususnya berkaitan dengan proses investigasi kesaksian tahanan ataupun dalam rangka penyusunan BAP sebuah perkara hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Proses memperoleh informasi ataupun kesaksian sebuah peristiwa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian ternyata sampai saat ini masih sarat dengan tindak kekerasan. Bentuk kekerasan tersebut bisa berupa teror, pemukulan, bahkan penganiayaan di mana dalam banyak kasus berujung pada hilangnya nyawa manusia. Pihak aparat kepolisian ternyata masih belum bisa melepaskan motode-metode kekerasan dalam mendapatkan informasi ataupun kesaksian dari masyarakat yang status hukumnya baru menjadi tersangka ataupun saksi. Tewasnya seorang masyarakat sipil dalam kasus eksekusi Lahan di Jeneponto pada 7 Desember 2007 bisa memberikan gambaran fenomena di atas.
Kasus eksekusi tanah yang terjadi di Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, 7 Desember 2007 lalu, berawal dari sidang sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Jeneponto. Tanah seluas 200 meter persegi yang disengketakan itu, selama ini diakui Sudirman sebagai miliknya. Mariati yang merasa mempunyai bukti kuat atas kepemilikan lahan tersebut kemudian mengajukan gugatan ke PN Jeneponto. Kemudian, pada 6 Desember 2007, PN Jeneponto memenangkan Marniati dan memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Akan tetapi di lain pihak, warga yang telah lama tinggal di tanah tersebut tidak terima dengan putusan PN Jeneponto.

Ketika eksekusi dilakukan sesaat setelah putusan PN Jeneponto dibacakan, ratusan warga menghadang tim eksekusi hingga mengakibatkan bentrok. Buntut dari kejadian ini, seorang warga menikamkan badiknya ke pinggang salah seorang polisi hingga tewas, polisi juga menangkap sembilan warga, termasuk pelaku penikaman, tiga di antaranya terluka akibat tembakan polisi dan tiga lainnya mengalami luka memar. 6 dari sembilan tersangka masih dirawat di RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto karena mengalami luka tembak dan luka-luka ringan.
Kesembilan warga yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka pelaku kerusuhan ketika eksekusi tanah dilakukan. Namun ayal, Muhammadong, tersangka penikaman hingga tewas anggota Polsek Kelara, meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RS Bhayangkara, Makassar.

Terdapat kejanggalan pada tewasnya Muhammadong meninggal. Ketika masih dirawat di RSU Jeneponto, ia mendapat siksaan oknum polisi, kemaluannya ditendang hingga bengkak, betisnya kembali ditembak dan ia tidak diberi makan selama dua malam di rawat di RSU Jeneponto, dan pihak kepolisian juga melarang pihak keluarga untuk menjenguknya. Ternyata, di dalam betis Muhammadong terdapat 4 butir peluru setelah dikeluarkan oleh dokter ketika ia dirujuk ke RS Bhayangkara Makassar. Sehari sebelum meninggal, kakinya sempat diamputasi. 
Dalam contoh kasus yang lain fenomena tindakan penyiksaan di lokasi tahanan kepolisian terjadi pada lima pemuda di Cengkareng. Mereka menjadi korban salah tangkap dalam operasi yang dilakukan Tim Buser Polsek Cengkareng. Korban yang tewas bernama Nurhadi (18), warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Empat korban luka bernama Triyanto (20), Buang Ismail (21), Wandi (17) dan Meckel (21). Mereka adalah warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.    Satu  dari lima pemuda yang ditangkap itu tewas ditembak aparat. Sedangkan empat pemuda lainnya mengalami cacat mental dan fisik akibat penyiksaan yang dilakukan oleh aparat

Kelima pemuda ini ditangkap Polsek Cengkareng pada 9 Januari 2007 di rumahnya dalam waktu yang berbeda-beda. Mereka dituduh mendalangi perampokan uang senilai Rp 87 juta milik pengusaha percetakan, Liu Kim Thien pada 6 Januari 2007 lalu. Dalam operasi itu, Nurhadi ditembak oleh polisi karena dianggap mencoba melarikan diri. Tapi setelah lima pemuda itu ditangkap, belakangan ada kesalahan operasi. Polisi juga menangkap dua pelaku yang sebenarnya merupakan karyawan dari perusahaan percetakan itu. Kedua pelaku itu adalah Rasikin (21) dan Maksus (23).

Kedua, Lembaga Pemasyarakatan (LP). Lembaga Pemasyarakatan, yang mempunyai fungsi sebagai lembaga yang diharapkan mampu memberikan pendidikan serta pengayoman terhadap masyarakat yang tengah menjalani status narapidana, ternyata seringkali justru menjadi lokasi yang sarat dengan tindak kekerasan terhadap tahanan. Aparatur negara di Lembaga Pemasyarakatan  seperti sipir seringkali melakukan tindak kekerasan dalam dua bentuk. Pertama, tindak kekerasan langsung. Tindak kekerasan ini berupa tindak kekerasan langsung baik fisik maupun psikis terhadap tahanan. Trectat seorang narapidana di LP Pekanbaru, Alfin Saputra (29),  tewas mendadak pada 22 November 2007. Sekujur tubuhnya terlihat bekas luka memar. Pihak keluarga menduga napi itu telah dianiaya. Alfin baru 10 hari menjadi tahanan LP Pekanbaru. Dia divonis 5 tahun penjara oleh PN Pekanbaru dalam kasus pencabulan awal pekan lalu. Jenazah Alfin kemudian dibawa ke RSUD Pekanbaru, Jl Hangtuah. Istrinya meminta mayat suaminya divisum. Dia curiga atas bekas luka di sekujur tubuh suaminya.

Kedua, tindak kekerasan tidak langsung. Tindak kekerasan ini berupa pembiaran ataupun pengabaian terhadap hak-hak yang menjadi hak tahanan. Pengabaian ini tidak bisa dianggap remeh karena pada beberapa kasus berujung pada hilangnya nyawa seorang manusia. 
Tindak Kekerasan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia 

Pasca kedatangan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembela Hak Asasi Manusia Hina Jilani pada tanggal 5 sampai 13 Juni 2007 tidak serta-merta membawa angin segar terhadap perjuangan para pembela HAM di Indonesia. Seperti halnya pada pengungkapan  kasus Munir, sampai saat ini ternyata belum mendapat titik terang. Kekerasan terhadap para pembela HAM selama 2007 juga masih saja terjadi dan aktor-aktor kekerasannya tidak saja aktor Negara tetapi juga aktor-aktor non-negara. Kasus penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di beberapa wilayah di Indonesia yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ditujukan kepada masyarakat sipil lainnya bisa dijadikan sebuah contoh kasus.
 Pada kasus tersebut telah terjadi kejahatan kemanusiaan antara lain tindakan tidak manusiawi sebagian serangan meluas dan sistematik, yang diserang penduduk sipil, dan diskriminasi, pengusiran serta pemindahan secara paksa Jamaah Ahmadiyah.

Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya,  kasus kekerasan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) yang masih sering terjadi adalah kekerasan terhadap wartawan dan biasanya dilakukan oleh aktor Negara. Seperti yang dialami Darussalam, kontributor Global TV yang sedang melakukan peliputan pada Selasa 3 April 2007. Ketika menjalankan tugas peliputan di Komplkes Taman Golf BSD itu, Darussalam berupaya untuk mengambil gambar dan wawancara terkait kasus penculikan seorang warga bernama Verawaty (18), mahasiswa Bina Nusantara (Binus) dengan alamat Blok B-5 Nomor 10, tapi tidak diperkenankan oknum Brimob tersebut. Rambutnya dijambak dan dintimidasi agar tidak meliput di kawasan BSD.

Masih soal penganiayaan wartawan, Kamerawan Metro TV, Wahyu yang meliput acara Gerebeg Mulud Kraton Yogyakarta menjadi korban pemukulan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta. Seorang petugas dari Polsek Kraton berbuat tidak simpatik dengan mendorong-dorong kamerawan sambil menendangnya. Wahyu sempat mundur dan menghindar, tapi tiba-tiba dari samping petugas ada anggota Satpol PP Kota Yogyakarta yang berseragam lengkap bernama Tjundoko langsung memukul muka Wahyu berkali-kali.

Dalam kasus lain, terjadi penahanan pada Samsuddin Harahap, wartawan Harian Medan Bisnis. Penahanan yang dilakukan terhadap Samsuddin Harahap ditengarai karena berita-beritanya yang mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan AJI, Samsuddin justru menjadi korban penganiyaan yang dilakukan oleh oknum anggota Kodim 0207 Simalungun, Serma E Damanik saat menerima undangan Walikota Pematangsiantar. Pada saat kejadian, Samsuddin hanya mencoba membela diri atas penganiayaan terhadap dirinya. 

Bentuk kekerasan aparatur negara tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik saja. Seperti yang dialami  wartawan Tempo, Metta Dharmasaputra, ia mengalami penyadapan telepon dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Metta dan Tempo dituding melakukan kampanye hitam terhadap PT Raja Garuda Mas/Asian Agri. Sebelumnya, Metta melakukan komunikasi dengan Vincentius Amin Sutanto, mantan karyawan Asian Agiri, yang menjadi saksi kunci dalam kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri senilai Rp 1,1 triliun. Pada kasus ini kekerasan yang terjadi adalah semacam terror bagi jurnalis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jurnalistiknya.

Pada 2007 juga kerap terjadi kekerasan terhadap wartawan/jurnalis yang dilakukan oleh actor non-negara. Sebagai contoh kasus seperti yang dialami oleh Ahmad Sahirin, wartawan stasiun televisi Lativi. Ia mendapat luka di sekujur tubuh, kepala dan wajahnya. Penganiayaan itu terjadi saat dirinya hendak meliput bentrok antara kedua massa yang memperebutkan lahan di Jalan Diponegoro, tepat di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat 27 April 2007. Saat itu, 15 petugas keamanan berbaju biru-biru mencekiknya dan menganiaya dirinya. 

Berbagai bentuk pelanggaran dan kekerasan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia yang masih banyak terjadi selama 2007 menunjukan terjadinya inkonsistensi Negara dalam menjamin adanya perlindungan terhadap para Penegak Hak Asasi manusia dalam menjalankan aktifitas-aktifitasnya. Hal ini sangatlah disesalkan mengingat telah begitu banyak instrument HAM yang telah diratifikasi serta diadopsi oleh Indonesia, di mana perlindungan terhadap aktifitas para Pembela Hak Asasi manusia menjadi bagian penting dari perjuangan penegakan Hak asasi manusia di Indonesia. . 


Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Papua 
Papua adalah salah satu propinsi terkaya di Indonesia, tetapi fakta menunjukkan bahwa masyarakat Papua termasuk yang paling miskin di tanah air ini. Hal tersebut disebabkan karena ketidakjelasan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Papua. Di satu sisi Papua adalah propinsi yang mati-matian dipertahankan untuk tetap berada di bawah NKRI. Ada dropping pasukan besar-besaran di wilayah Papua dengan alasan untuk mengamankan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI. Tetapi di sisi lain, kebijakan mengenai kesejahteraan rakyat termasuk diantaranya pendidikan, kesehatan dan ekonomi tidak terkoordinasikan dan tidak berjalan dengan baik, sehingga hal ini justru menuai kritik tajam dari rakyat Papua sendiri: Jakarta hanya mau keruk kekayaan alam Papua untuk kepentingan Jakarta sendiri.   

Meskipun Pemerintah Pusat di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan UU Otonomi Khusus pada tahun 2001 sebagai kompromi untuk meredam keinginan merdeka dari rakyat Papua, tetapi UU yang seharusnya dapat menyejahterakan rakyat Papua tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Sebagai salah satu contoh, berdasarkan pasal 76 UU Otsus, pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang. Akan tetapi pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan tersebut. Papua telah terpecah menjadi 2 provinsi menjadi Papua Barat dan Papua, yang memunculkan konflik berkepanjangan hingga saat ini.   

Ketidakkonsistenan kebijakan Pemerintah terhadap Papua berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah mengalokasikan dana Otsus untuk Provionsi Papua pada tahun 2007 ini sebesar Rp 2,9 Trilyun, tetapi kebijakan penggelontoran dana tanpa adanya koordinasi yang baik telah mengakibatkan dana Otsus yang sedemikian besar melayang sia-sia tanpa diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. 

Presiden Yudhoyono juga telah mengeluarkan Inpres No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat serta tindak lanjut UU Otsus. Tetapi dikeluarkannya Inpres 5/2007 tersebut justru menggerogoti kewenangan daerah dan bertentangan dengan keistimewaan yang diberikan pada UU Otonomi Khusus karena campur tangan Pemerintah Pusat yang terlalu besar dalam Inpres ini. Setelah dikeluarkan Mei 2007, Inpres tersebut ternyata tidak berjalan baik di lapangan. Bahkan sampai saat ini masih belum ada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Gubernur. Demikian pula koordinasi yang melibatkan 11 menteri dan seluruh bupati/walikota se-Papua dan Papua Barat masih belum terlaksana dengan baik. 

Pemekaran wilayah Papua yang diharapkan akan semakin mendekatkan dan mempercepat layanan pemerintah daerah kepada rakyatnya ternyata tidak terwujud. Permasalahan ini bukan hanya terjadi di Papua, melainkan di tingkat nasional Pemerintah masih belum mempunyai cetak biru (blue-print) pemekaran. Pemekaran yang dilaksanakan tanpa melalui perencanaan yang matang ini berdampak pada munculnya konflik di Papua yang disebabkan masalah-masalah antara lain: konflik antar elit yang berambisi menduduki jabatan pimpinan daerah baru, pendatang vs orang asli, korupsi elit lokal, konflik antar rakyat asli Papua dll. Akibatnya, lagi-lagi rakyat yang dikorbankan.    
Pertahanan dan Keamanan di Papua: Stigma OPM dan Justifikasi Kekerasan

Berdasarkan UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI bertugas untuk menjaga pertahanan Indonesia dari serangan luar. Papua sebagai daerah yang berbatasan dengan negara asing, khususnya yang terdekat adalah Papua New Guinea, juga menjadi fokus TNI untuk menurunkan pasukannya di Papua. Pasukan yang bertugas di Papua selain satuan organik juga satuan non-organik. 

Yang menjadi catatan kritis adalah dropping satuan non-organik, termasuk satuan elit Kopassus, yang acapkali memunculkan konflik dengan rakyat. Sejarah panjang Papua sebagai wilayah konflik di Indonesia memberikan justifikasi pada aparat untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua, termasuk memberikan stigma bahwa rakyat Papua adalah pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM). Akibatnya, masih banyak terjadi tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer terhadap warga sipil di Papua.

Sementara itu di bidang keamanan, aparat kepolisian yang memegang kendali keamanan di Papua juga masih menggunakan pendekatan kekerasan pada rakyat, termasuk penggunaan Detasemen 88 Anti Teror untuk menangkap aktivis HAM yang diduga melakukan tindakan penghasutan.   

Investasi yang Tidak Pro-Rakyat

Investasi di Papua dilakukan secara top-down dan tidak pro-rakyat, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Otsus. Kebijakan Pemerintah untuk membuka lahan satu juta hektar bagi perkebunan kelapa sawit di Papua dikhawatirkan akan menghancurkan lingkungan dan kehidupan rakyat.

Sementara itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan tambang terbesar di dunia, Freeport McMoran, masih saja dibiarkan oleh Pemerintah. Padahal sejak penambangan tersebut beroperasi pada tahun 1967, telah banyak terjadi pelanggaran HAM yang melibatkan aparat militer dan kepolisian.

Kekerasan terhadap Para Pembela HAM di Papua

Kekerasan terhadap para pembela HAM di Papua meningkat di tahun 2007. Ironisnya, meningkatnya kekerasan tersebut justru setelah Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Perlindungan terhadap Pembela HAM, Ms. Hina Jilani, mengunjungi Papua pada tanggal 8 Juni 2007. 

Modus operandi kekerasan terhadap para pembela HAM di Papua antara lain sebagai berikut:

1. Menjadi sasaran teror, baik melalui sms maupun telpon;

2. Menjadi sasaran penyadapan alat komunikasi (HP, telpon);

3. Menjadi obyek yang diawasi ketika melakukan aktivitas di kantor maupun di rumah;

4. Kekerasan langsung, antara lain ditabrak;

5. Dikriminalkan.

Para pelaku kekerasan terhadap para pembela HAM antara lain adalah:

1. Aparat Kopassus Tribhuana;

2. Aparat Detasemen Khusus 88 Anti Teror;

3. Aparat TNI AD;

4. Orang tak dikenal, yang diduga kuat adalah Aparat Intelejen;

Berdasarkan kesimpulannya dari kunjungannya (concluding visit) di Indonesia, Hina Jilani menyatakan Papua merupakan daerah dimana para pembela HAM di sana masih mengalami kekerasan ketika sedang melakukan aktivitasnya dalam mempromosikan HAM. Para Pelaku kekerasan adalah aparat keamanan (TNI, Polisi dan Intelejen). Meskipun para pimpinan menyangkal keterlibatan bawahannya, akan tetapi fakta yang terjadi menunjukkan bahwa kekerasan terhadap para pembela HAM banyak dilakukan aparat dan tidak ada sanksi hukum bagi pelaku kekerasan.

KESIMPULAN, PREDIKSI DAN REKOMENDASI
Kesimpulan:

1. Kondisi penegakan HAM sepanjang 2007 masih jauh dari harapan. Problem inkonsistensi pemerintah merupakan faktor dominan yang menjadi penyebab tetap buruknya kondisi penegakan HAM di Indonesia. Kendati pemerintah telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, namun tetap saja muncul berbagai kebijakan dan tindakan aparatus negara di lapangan yang justru bertentangan dengan isi instrumen HAM tersebut. 

2. Pelanggaran dan ancaman terhadap kebebasan dasar (fundamental freedom) warga negara, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi persoalan yang terus mengemuka. Intensitasnya menunjukkan masih tetap tinggi. Hal itu terlihat dengan tetap dan terus dipertahankannya kebijakan yang mengancam kebebasan dasar dan semakin maraknya tindakan represif serta operasi kelompok berbasiskan agama terhadap kelompok lain yang justru mendapat pembiaran aparat keamanan. 
3. Praktik hukuman mati telah pula mendapatkan posisi yang kuat dalam hukum Indonesia seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya untuk merayakan konstitusi yang telah menjamin hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta telah menjadi hak konstitusi warga negara kini harus dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Hal ini kembali memunculkan ketidakpastian terhadap perlindungan AMHAMHAMHAM yang telah menjadi tanggungjawab Indonesia ditingkat nasional maupun internasional. 

4. Tendensi kekerasan aparat keamanan (TNI dan Polisi) yang terus terjadi dan cenderung meningkat merupakan cermin dari tidak berjalannya pelaksanaan agenda refomasi sektor keamanan. Persoalan perebutan konflik sumberdaya antara aparat keamanan khususnya TNI dengan rakyat, atau rakyat dengan korporasi yang dijaga oleh aparat keamanan merupakan faktor yang banyak melatarbelakangi tindakan represif aparat terhadap rakyat. Misalnya adalah kasus penembakan petani di Alastlogo dan di beberapa tempat lainnya.  

5. Terkait kasus Lapindo di Sidoarjo menunjukkan bahwa negara telah lari dari tanggungjawabnya untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat Porong yang menjadi korban lumpur Lapindo. Hingga kini hak-hak dasar mereka yang menjadi korban lumpur Lapindo seperti hak untuk mendapatkan hak atas perumahan, kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak di masa depan masih terus diabaikan. Hal itu terlihat dengan sikap pemerintah yang tidak serius menangani kasus Lapindo hingga hak-hak korban terabaikan.

6. Dari segi pola-pola kekerasan dan pelanggaran yang terjadi sepanjang 2007 nampaknya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu meliputi tindakan penganiyaan, teror, intimidasi, stigamatisasi, pembatasan kebebasan berekspresi, pembatasan berkeyakinan dan beragama, kriminalisas, dan lain-lain. Sementara dari segi aktor juga tidak mengalami perubahan, yakni aparat keamanan sebagai pelaku dominan, aparat pemerintahan daerah, ormas berbasis keagamaan, dan lain-lain.
7. Inkonsitensi kebijakan pemerintah terhadap Papua yang mengakibatkan maraknya pelanggaran baik hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi sosial dan budaya. Pemerintah lebih suka menggunakan pendekatan keamanan ketimbang melakukan dialog secara instensif dengan warga Papua. Hal ini berpengaruh juga pada kerja-kerja pembela HAM di Papua yang masih bekerja dibawah ancaman setelah kunjungan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM, Hina Jilani ke Indonesia. 
Prediksi:

1. Pendekatan keamanan dalam menangani wilayah bergolak di Indonesia seperti Papua, Poso, dan Maluku, nampaknya akan dipertahankan pada 2008. Bahkan berpotensi untuk diintensifkan penggunaanya. Hal itu tercermin dari mulai kembali dinaikannya issu konflik daerah, separatisme, nasionalisme, dan lain-lain. Potensi intensitas penggunaan pendekatan keamanan di daerah-daerah tersebut tentu membuka peluang terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM.

2. Selain di daerah konflik dan bergolak, adanya latarbelakangan kepentingan persiapan pelaksanaan politik Pemilu tahun 2009 juga akan mempengaruhi pemerintah untuk meningkatkan pendekatan keamanan di daerah lainnya. Selain itu, issu hak asasi manusia juga akan digunakan untuk mulai menarik dukungan rakyat dalam pemilu 2009 mendatang, khususnya beberapa kasus seperti penuntasan kasus pembunuhan Munir dan lumpur Lapindo.

3. Kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil khususnya berkaitan dengan konflik perebutan sumberdaya terutama tanah, nampaknya masih akan terus terjadi. Bahwa hingga sekarang ini masih banyak kasus-kasus konflik perebutan sumberdaya di berbagai wilayah sebagaimana terjadi di Pasuruan (kasus Alastlogo) yang terjadi baik antara rakyat dengan militer maupun dengan korporasi yang belum dituntaskan. Ditambah lagi dengan belum tuntasnya pelaksanaan agenda reformasi sektor keamanan di Indonesia yang cenderung masih jalan di tempat.

4. Aspek kebebasan dasar (fundamental freedom) warga negara khususnya menyangkut kebebasan beragama dan berkeyakinan nampaknya masih akan terus terbatasi. Pelanggaran dan ancaman terhadap kebebasan masih akan tetap tinggi, sehingga issu-issu pluralisme masih akan tetap tinggi pada tahun 2008. Situasi ini dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap kelompok-kelompok yang kerap melakukan represi dan operasi. Bahkan aparat keamanan cenderung membiarkan mereka. 
5. Khusus di wilayah Papua akan banyak masalah yang muncul seputar tidak konsistennya pelaksanaan otonomi khusus, yang berdampak pada semakin sengsaranya rakyat Papua dengan minimnya fasilitas pendidikan serta pelayanan kesehatan (tingginya angka kematian ibu dan anak serta tingginya jumlah angka HIV/AIDS). semakin tingginya angka HIV/AIDS di Papua. Hal menjadikan semakin terdesaknya orang-orang Papua asli karena kurangnya pemberdayaan ekonomi rakyat, dan permasalahan yang muncul akibat perencanaan infrastruktur yang tidak berbasis kerakyatan. Ancaman serta kekerasan terhadap kerja-kerja pembela HAM di Papua juga akan terus meningkat seiring dengan deployment pasukan dengan dalih untuk menjaga pertahanan dan keamanan perbatasan akan tetapi lebih difokuskan untuk mengamankan aset pemodal di Papua (kasus Freeport dan perkebunan sawit). 
Rekomendasi:

1. Pemerintah SBY-Kalla harus menghindari penggunaan pendekatan keamanan (security approach) yang eksesif dan ofensif dalam implementasi kebijakannya atau dalam menangai berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan politik. Terlebih lagi untuk daerah-daerah daerah-daerah konflik seperti Papua, Poso, dan Maluku. Pendekatan keamanan tidak akan menyelesaikan masalah, jsutru sebaliknya pendekatan tersebut hanya akan menimbulkan permasalahan baru berupa terjadinya pelanggaran dan kekerasan terhadap rakyat.

2. Dalam kaitannya dengan terus maraknya pelanggaran dan ancaman terhadap kebebasan warga negara khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka sudah seharusnya pemerintah melalui aparatusnya di lapangan untuk menindak (penegakan hukum) kelompok atau massa yang melakukan tindakan pemaksaan kehendak melalui represi dan operasi yang mengancam kebebasan dasar warga negara negara lainnya. Aparat tidak boleh melakukan pembiaran terhadap tindakan mereka, terlebih lagi jika mendukungnya.

3. Terkait dengan banyak instrumen HAM internasional yang sudah diratifikas, maka sudah seharusnya pemerintah memperbaiki sistem perundang-undangan nasional dan berbagai kebijakan lainnya agar selaras dengan isi instrumen HAM tersebut. Tidak boleh lagi ada atau membuat peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang bertentangan dengan instrumen hukum HAM yang telah diratifikasi.

4. Berkaitan dengan trend kepentingan politik Pemilu 2009, jangan sekali-kali pemerintah atau elemen politik lainnya untuk mengkompromikan issu HAM dan penuntasan kasus-kasus HAM lainnya untuk kepentingan politik praktis Pemilu 2009. Menjadikan issu HAM atau penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM hanya semata untuk upaya tawar menawar (bargaining) politik dengan lawan politik, tidak lebih hanya akan mencederai hati nurani rakyat dan mengabaikan keberadaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi.
LAMPIRAN 

Tabel I
Ratifikasi Indonesia terhadap Instrumen HAM Internasional

	No.
	Instrumen HAM
	Tanggal Penandatanganan/ Ratifikasi
	Produk Hukum Ratifikasi


	Tanggal Perundangan

	1
	Convention on the Elimination off All Forms of Discrimination against Women
	29 Juli 1980/ 13 September 1984
	UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
	24 Juli 1984

	2
	Convention on the Rights of the Child
	26 Januari 1990/ 5 September 1990
	Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak
	25 Agustus 1990

	3
	International Convention against Apartheid in Sports
	16 Mei 1986/ 23 Juli 1993
	Keppres No. 48 Tahun 1993 tentang Pengesahan International Convention against Apartheid in Sports
	26 Mei 1993

	4
	Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
	23 Oktober 1985/ 28 Oktober 1998
	UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
	28 September 1998

	5
	Amendment to Article 43 Par. 2 of the Convention on the Right of the Child
	17 Desember 1998 (aksesi)
	Keppres No. 65 Tahun 1998 tentang Pengesahan Perubahan Terhadap Pasal 43 ayat (2) Konvensi Hak-Hak Anak
	13 April 1998

	6
	International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
	25 Juni 1999 (aksesi)



	UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
	25 Mei 1999

	7
	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
	23 Februari 2006 (aksesi)
	UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
	28 Oktober 2005

	8
	International Covenant on Civil and Political Rights
	23 Februari 2006 (aksesi)
	UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
	28 Oktober 2005


TABEL UU INDONESIA BERKAIT HAM
Tabel III
Pelanggaran dan Ancaman terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

	No
	Lokasi dan Waktu Kejadian
	Kasus/Bentuk Tindakan
	Korban
	Pelaku
	Keterangan

	1
	JI. Kayu Ambon No. 85-87

Lemban, 10 Januari 2007
	Penutupan paksa Gereja Masehi Advent Hari

Ketujuh
	-
	Badan Anti Pemurtadan
	Dengan alasan tidak memiliki IMB

	2
	JI. Kota Baru No. 60/61 Majalaya,

Bandung, 11 Februari 2002
	Penutupan paksa terhadap gereja Bethel Indonesia 
	-
	DAP, FUUI & Ketua

RW
	Dengan alas an tidak memiliki IMB. Kebaktian tetap dilakukan meski mengalami tekanan

	3
	J1. Caringin Gg Mekarkamulyan

No.6, RT 1/13, Kel. Babakan, Kec.

Babakan Ciparay, Bandung, 25 Februari 2007
	Penutupan paksa terhadap gereja Baptis Indonesia
	-
	Badan Anti

Pemurtadan dipimpin

Suryana
	Dengan alas an tidak memiliki IMB

	4
	Desa Padawulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, 11 Februari 2007
	Pembubaran paksa jemaat Geraja Bethel Indonesia (GBI)
	-
	20 warga bersama 60 massa dari Divisi Antri Pemurtadan (DAP) Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI)
	-

	5
	Jl. Kampung Pulo, Pinang Ranti

Jakarta Timur, 10 Maret 2007
	Penyerangan dan dipaksa tutup terhadap Sekolah Tinggi Teologi Setia
	-
	FPI
	-

	6
	Desa Sadasari, Argapura, Kabupaten Majalengka, 17 April 2007
	Pengrusakan masjid milik jamaah ahmadiyah
	Jamaah ahmadiyah
	Ratusan massa dari kelompok tidak dikenal
	Saru (1) buah masjid rusak

	7
	Sukapura Cilincing Jakarta Utara, 29 April 2007
	Penghentian jemaat Gereja Pantekosta Jemaat Imanuel yang sedang sembahyang
	-
	Warga sekitar
	Penolakan atas keberadaan gereja dan ibadah yang dilakukannya didasarkan karena warga sekitarnya mayoritas muslim

	8
	Manokwari, Papua, Mei 2007
	Penerbitan Raperda bernuansakan agama yakni Raperda “Kota Injil” di Manokwari
	-
	Pemda Manokwari
	-

	9
	Perumahan Umum Gading Tutuka I Blok F1/12 A, Desa Cingcin, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, 03 Juni 2007
	Penghentian paksa kegiatan pembinaan spiritual anak-anak di rumah Pdt. Robby Elisa
	-
	Barisan Anti Pemurtadan (BAP)
	Pelaku juga merusak gambar Yesus dan merusak sebuah pintu dengan cara ditendang

	10
	Gading Tutukan

Ketapang, Bandung, 03 Juni 2007
	Gereja Sidang Jemaat Allah diserang, dirusak disertai

penganiayaan
	-
	Massa & BAP
	-

	11
	Talegong, Garut,

Jawa Barat, 10 Juni 2007
	Gereja Sidang Jemaat Allah diserang dan dirusak
	-
	Massa & Muspika
	-

	12
	Singaparna, Tasikmalaya, 19 Juni 2007.
	Penyerbuan kantor Ahmadiyah, dan mendesak Ahmadiyah dibubarkan karena mengaku ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW.
	Pengikut Ahmadiyah
	Penyelamat Ummat Islam (FPUI)
	-

	13
	Trans Bakal, Kab. Kaur Bengkulu Selatan, 21 Juni 2007
	Gereja Pantekosta di Indonesia diancam untuk ditutup
	-
	Bupati dan massa
	-

	14
	Trans Bakal, Kab. Kaur

Bengkulu Selatan, 21 Juni 2007
	Gereja Katolik diancam untuk ditutup
	-
	Bupati dan massa
	-

	15
	Trans Bakal, Kab. Kaur

Bengkulu Selatan, 21 Juni 2007
	GKSIA diancam untuk ditutup
	-
	Bupati dan massa
	-

	16
	Jembatan Sawang

Bengkulu Selatan, 27 Juni 2007
	Gereja Pantekosta di Indonesia diminta tutup dan dianca
	-
	Aparat kepolisian
	-

	17
	Mariland, Medan, 26 Juli 2007
	GGP dengan cara mengintimidasi dan minta ditutup
	-
	Ulama setempat
	Masih tetap beribadah walau di bawah ancaman

	18
	Mariland, Medan, 26 Juli 2007
	GPdI dengan cara mengintimidasi dan minta ditutup
	-
	Ulama setempat
	Masih tetap beribadah walau di bawah ancaman

	19
	Perum Rajeg, Kutabumi

Tangerang, 02 September
	Huria Kristen Batak Protestan diserang dan dipaksa tutup
	-
	-
	-

	20
	Pondok Sukatani Permai, Blok B/8, No. 8, RT 04/01, Kecamatan Sukatani, 

Kabupaten Tangerang, September 2007
	Pengrusakan terhadap rumah yang dijadikan tempat ibadah (gereja)
	-
	-
	-

	21
	Cimalaya, 23 Oktober 2007
	Massa menyerang dan

menghancurkan rumah yang

dijadikan tempat ibadah (GBI)
	-
	Massa
	-

	22
	Jl. Sukabirus No 5 RT 05/15

Citereup, Dayeukolot, Bandung, 11 November 2007
	Gereja Kristen Pasundan diserang dan dihancurkan
	-
	Massa dan Muspika
	Kembali diserang massa

pada Minggu, 2 Desember

2007 pagi.

	23
	Jl. Kawaluyan No 10, Komplek Perumahan Istana

Kawaluyaan Bandung Timur, 25 November 2007
	Massa meminta Ibadah yang

diselenggatakan di Gedung

Serbaguna ditutup untuk selamanya (Gereja Batak Karo Protestan/GBKP)
	-
	Massa FK-DKM dan

Badan Anti

Pemurtadan.
	-

	24
	Jl. Kawaluyaan Indah Raya No. 5

Komplek Perumahan Istana

Kawaluyaan Bandung Timur, 25 November 2007
	Massa meminta Ibadah yang

diselenggatakan di Ruko ditutup

untuk selamanya (Gereja Kristen Protestan

Angkola/GKPA)
	-
	Massa FK-DKM dan

Badan Anti

Pemurtadan.
	-

	25
	Jl. Kawaluyaan Indah Raya No. 1B

Komplek Perumahan Istana

Kawaluyaan Bandung Timur, 25 November 2007
	Massa meminta Ibadah yang

diselenggatakan di Rumah ditutup

untuk selamanya (GPDI)
	-
	Massa FK-DKM dan

Badan Anti

Pemurtadan.
	-

	26
	GKI Pos Jemaat Bandung Timur

Jl. Kawaluyaan Raya No. 11F/18ª

Komplek Perumahan Istana

Kawaluyaan Bandung Timur, 25 November 2007
	Massa meminta Ibadah yang

diselenggatakan di Ruko ditutup

untuk selamanya (Gereja Kristen Indonesia)
	-
	Massa FK-DKM dan

Badan Anti

Pemurtadan.
	-

	27
	Randugunting, Blondo, Mungkid,

Mertoyudan, Magelang, 2007
	Gereja (Gereja Katolik Blondo) yang sudah berdiri sejak

1918 harus direnovasi karena

terkena pelebaran jalan. IMB sudah

diperoleh. Mengalami banyak

hambatan dari masyarakat yang

keberatan dengan renovasi tsb 
	-
	BPD, LKMD, FKUI, NU dan

Muhammadyah Blondo
	Pembangunan kembali

(renovasi) sampai

sekarang tidak belum

dapat diteruskan walau

beberapa tuntutan warga

telah dipenuhi.

	28
	Komplek Permata Jaya, Sepatan, Kabupaten Tangerang, 23 November 2007.
	Mengamankan rumah yang ditempati Pdt Bedali 

Hulu dari GKBI (Gereja Kerasulan Baru Indonesia)
	-
	Petugas Polsek Sepatan
	Sebelumnya rumah tersebut dirusak oleh warga di sekitarnya

	29
	Jakarta, 10 November 2007
	Vonis tiga (3) tahun terhadap pengikut Lia Eden yang mengaku reinkarnasi Nabi Muhammad
	Abdul Rahman, pengikut Kelompok Lia Eden.
	Mahkamah Agung (MA)
	Pada 06 Desember 2006, PN Jak-Pus memvonis bebas Abdul Rahman. Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Kasasi ke MA.

	30
	Desa Tana Beru, Kec Bontobahari, Kab Bulukumba, Sulawesi Selatan, 17 November 2007
	Penyerangan terhadap kelompok tarekat Naqsabandiyah
	Pengikut tarekat Naqsabandiyah
	Massa
	Satu (1) buah rumah permanent rusah dan rata dengan tanah. Pemimpin tarekat Andi Muhammad Ridwan luka di bagian mata

	31
	Kampung Duri, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, 23 November 2007
	Penutupan paksa gereja Katholik “Damai Kristus”
	-
	Kecamatan Tambora
	Gereja yang sudah 30 tahun berdiri tersebut ditutup di depan Kapolres dan Kapolsek setempat

	32
	Desa Manis Lor, Kec Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 18 Desember 2007
	Penyerangan terhadap perkampungan jamaah ahmadiyah
	Jamaah ahmadiyah
	Ribuan massa dari Gerakan Anti Ahmadiyah (Gerah)
	Delapan (8) rumah dan satu (1) mushola hangus dibakar. 

	33
	Majalengka, Desember 2007
	Teror
	Jamaah Ahmadiyah
	Orang Tak Dikenal (OTK)
	-


Tabel IV
Kekerasan Aparatur Negara terhadap Masyarakat Sipil
	No
	Waktu
	Lokasi
	Jenis Tindakan
	Keterangan

	Korban
	Pelaku

	1
	31 Maret 2007
	Yogya
	Pemukulan
	Kamerawan Metro TV, Wahyu, yang meliput acara Gerebeg Mulud Kraton Yogyakarta menjadi korban pemukulan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.

Akibat pemukulan tersebut, Wahyu mendapat luka memar di bagian muka dan bahu. 
	Kamerawan Metro TV, Wahyu (L)

 


	Anggota Polsek Kraton & Anggota Sat-Pol PP Yogyakarta

 



	2
	3 April 2007
	Tangerang
	Pemukulan
	Terjadi tindakan kekerasan dan intimidasi anggota Brimob yang menjaga keamanan di kompleks perumahan mewah terhadap Darussalam, kontributor Global TV yang sedang melakukan peliputan

 


	Darussalam, kontributor Global TV (L)

 


	Anggota satuan Brimob

 



	3
	3 Mei 2007
	Surabaya
	Pelarangan disertai kekerasan
	Sekitar 30 mahasiswa dari Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat Jatim (Ampera) yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya tercerai berai setelah dibubarkan polisi. Akibat pembubaran paksa ini, 4 demonstran terluka. Sejumlah atribut demo, termasuk  megaphone juga rusak. 

 


	30 mahasiswa dari Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat Jatim (Ampera) 

 


	Anggota Polresta Surabaya Utara

 



	4
	30 Mei 2007
	Pasuruan
	Penembakan di luar proses hukum

 


	Sengketa tanah antara warga Desa Alas Progo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan TNI AL berujung maut. 5 warga dilaporkan tewas tertembak ketika unjukrasa.

 


	Sutam bin Saruyam, 45, L, meninggal

Rohman bin Saumar, 17, L, meninggal

Erwanto, 17, L, meninggal

Nasum, 27, L,  luka tembak

Rohman, 29, L, luka tembak

Misdi, 40, L, luka tembak

Choirul Agung, L, 4, luka tembak

Satiran, 45, L, luka tembak

Samat, 49, L, luka memar akibat popor, pukulan, dan tendangan

Asmad, L, luka tembak.

Dewi Chotijah, 21, P, meninggal

Mistin binti Samat, 21, meninggal
	Anggota TNI AL

 



	5
	21 Juni 2007
	Kuningan
	penganiayaan
	Warga Desa Kramat, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Umar Sudrajat menjadi korban kecerobohan polisi. Lelaki berusia 31 tahun itu ditangkap anggota Polresta Cirebon dengan tuduhan sebagai pencuri.

Tuduhan tersebut tidak terbukti. Namun, dia sempat dijebloskan ke tahanan Mapolresta Cirebon dan dipukuli. Kemudian, dia dilepas begitu saja tanpa ada permintaan maaf atau kompensasi apa pun.

 


	Umar Sudrajat, 31, L, Warga Desa Kramat, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan

 


	Anggota Polresta Cirebon

 



	6
	22 Juni 2007
	Solo
	Pembubaran Paksa
	Terjadi pembubaran paksa yang dilakukan aparat polisi dari Polres

Karanganyar, Jawa Tengah terhadap acara diskusi lintas agama di Solo yang diadakan Lembaga Pengabdian Hukum (LPH)

YAPHI dan Interaksi Solidaritas anta elemen Masyarakat (Insan Mas) Solo. 

 


	Lembaga Pengabdian Hukum (LPH)

YAPHI dan Interaksi Solidaritas anta elemen Masyarakat (Insan Mas) Solo 

 


	Aparat kepolisian Polres Karang Anyar

 



	7
	15 September 2007
	Makassar
	Penganiayaan
	Terjadi penganiayaan terhadap seorang wanita tahanan narkoba yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Makassar. Sejumlah anggota keluarganya tak diperkenankan membesuk korban.

 


	
	Aparatur Rutan Makassar

 



	8
	21 September 2007
	Bandung
	Penembakan di luar proses hukukm
	Dua anggota Polres Bandung menembak seorang warga Kampung Tanjungmukti Rt 02/03 Desa Girimukti, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur.

Akibat tembakan warga sipil mengalami luka parah di bagian perut dan pinggang.

 


	Eman, 42, L, warga Kampung Tanjungmukti, Kabupaten Cianjur

Rostini alias Dina, P

 


	Asep Hardiansyah (41 tahun) dan Risnandar (31), anggota Polres Bandung

 



	9
	28 September 2007
	Makassar
	Penganiayaan
	Tiga polisi yang bertugas di Mapolresta Makassar Timur dilaporkan oleh tahanan Mapolresta Makassar Timur terkait kasus penganiyaan yang dilakukan ketiganya.

 


	Herman (30), L

 


	Bripda Jnd dan Briptu Arn, serta seorang lagi yang belum diketahui identitasnya

 



	10
	3 Oktober 2007
	Luwu
	Penganiayaan
	seorang wartawan media cetak berinisial Hs dianiaya oleh seorang anggota TNI beserta kawanannya di Pasar Sentral Batu Sitanduk, Kabupaten Luwu.  Hs dianiaya saat dirinya bersama Briptu Henrik, anggota polisi dari Kepolisian Resor (Polsek) Walenrang, Luwu, memantau penjualan petasan di pasar tersebut
	Hs, seorang wartawan media cetak, L
	anggota Koramil Walenrang, Sertu Bd


Tabel lV
Beberapa Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya yang Relevan dengan Isu HAM
	· TAP MPR XVII Tahun 1998 Hak Asasi Manusia (HAM)



	· Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
Hak Asasi Manusia (HAM)Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004 



	· Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Tahun 2004-2009



	· Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1Tahun 1999
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) kemudian diganti dengan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.



	· Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)



	· Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2002 Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat



	· Ketentuan Pelaksana UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM 



	· Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2002
Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat



	· Ketentuan Pelaksana UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM




